
 
 
 
 
 
 
 
 

LAPORAN SINGKAT 
 

KOMISI I DPR-RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL 
INDONESIA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, 
BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA INFORMASI 
NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, LEMBAGA 
KETAHANAN NASIONAL DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA) 
 
Tahun Sidang : 2006-2007 
Masa Persidangan :  I 
Jenis Rapat              : RDP Komisi I DPR RI dengan DEPLU RI  
Sifat  : Terbuka 
Hari, Tanggal :  Kamis, 21 September 2006 
Pukul :  19.00 WIB 
Pimpinan Rapat :  Amris Hasan, MA 
Sekretaris Rapat :  Dra. Damayanti 
Tempat  :  Ruang Rapat Komisi I Gedung Nusantara II DPR RI 
Acara                       : 1.  Kata Pengantar oleh Ketua Rapat 

2. Penjelasan  oleh Sekjen Deplu  
3. Tanya Jawab 
4. Penutup                    

Hadir :  45 orang Anggota dari 50 orang Anggota Komisi I DPR RI.    
Pemerintah              :  Sekjen Deplu, Imron Cotan beserta 27 orang jajarannya. 
 
 
I.  PENDAHULUAN 

 
Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Sekjen Deplu pada hari Kamis, 
tanggal 21 September 2006 dengan waktu dan acara sebagaimana tersebut di 
atas,  dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Amris Hasan, MA dan 
dinyatakan terbuka  untuk umum.  

 
II.  KESIMPULAN 

 
1. Komisi I DPR RI minta Pemerintah untuk sekian kalinya mempercepat 

penyelesaian perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Singapura serta 

mendesak Pemerintah agar penyelesaian perjanjian ekstradisi tidak dikaitkan 

dengan perjanjian Defence Cooperation Agreement dengan Singapura. 

  
2. Komisi I DPR RI mendukung rencana pembukaan Kantor Perwakilan RI, 

sejauh hal ini tidak mengganggu keuangan negara. Sejalan dengan itu, Komisi 

I DPR RI minta agar rencana tersebut diikuti dengan evaluasi secara 

komprehensif terhadap perwakilan-perwakilan yang sudah ada. 

 
 
 



3. Komisi I DPR RI minta Pemerintah untuk melibatkan semua unsur masyarakat 

dan instansi-instansi Pemerintah yang lain dalam melakukan total diplomacy. 

 
4.   Sehubungan  dengan  kudeta   militer di   Thailand    beberapa    waktu     yang  

lalu, Komisi I DPR RI minta Pemerintah untuk dapat membuat pernyataan yang 

lebih tegas dalam menanggapi masalah ini mengingat kudeta militer sangat 

bertentangan dengan asas-asas demokrasi.  

 

5.  Komisi  I   DPR RI    minta Pemerintah   (Deplu)   agar    terus     melaksanakan  

index review atas perwakilan-perwakilan RI di luar negeri berkaitan dengan 

dinamika dan perkembangan politik internasional. 

 
6.   Komisi   I   DPR  RI     mengharapkan     agar       pedoman - pedoman      yang 

dirumuskan oleh Pemerintah berkenaan dengan hubungan RI dan Cina, RI dan 

Taiwan dapat diselesaikan secepatnya agar hubungan RI, Cina dan Taiwan 

dapat dilaksanakan dengan panduan yang lebih jelas. 

 

III. PENUTUP  
Rapat ditutup pukul  22.10 WIB. 

 

  

 KETUA RAPAT 

 

 

      AMRIS  HASAN, MA 
     A- 321 


